
1 
 

 

 

CSIS Commentaries is a platform where policy researchers and analysts can present their timely analysis on various 
strategic issues of interest, from economics, domestic political to regional affairs. Analyses presented in CSIS 
Commentaries represent the views of the author(s) and not the institutions they are affiliated with or CSIS Indonesia. 

 

CSIS Commentaries DMRU-060-ID 

28 April 2020 

Mobilitas, Migrasi dan Kebijakan PSBB 
COVID-19: Gambaran Terkini Dari Data 
Facebook Disease Prevention Map 
Edbert Gani Suryahudaya 
Peneliti, Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS Indonesia; 
Anggota Tim Analisis Data CSIS Indonesia 
edbert.gani@csis.or.id 

Teguh Yudo Wicaksono 
Kepala, Mandiri Institute; 
Research Fellow, Disaster Management Research Unit CSIS Indonesia 
teguh.wicaksono@bankmandiri.co.id 

 

  



2 
 

Pesan Utama 

 Data mobilitas terkini—data Facebook Disease Prevention Map—menunjukkan bahwa kebijakan 
PSBB belum maksimal menekan lalu lintas manusia dari luar untuk masuk ke Jakarta. 

 Kami menemukan bahwa pergerakan masyarakat dari Jakarta-Bekasi dan Jakarta-Banten 
sesudah kebijakan PSBB Jakarta tidak banyak berubah dibandingkan sebelum PSBB Jakarta 
diberlakukan. 

 Analisis mobilitas harian menunjukkan bahwa penurunan mobilitas masyarakat secara 
signifikan hanya terjadi di akhir pekan. Hal ini menguatkan pandangan bahwa PSBB belum 
efektif menekan pergerakan penduduk yang berasal dari aktivitas ekonomi di Jakarta. 

 Peta migrasi penduduk di Indonesia juga menunjukkan bahwa potensi mobilitas jarak jauh 
akibat tekanan ekonomi dapat berdampak pada penyebaran COVID-19 lebih luas ke wilayah 
pedalaman Indonesia. 

 Berdasarkan data, pekerja sektor informal yang berasal dari luar Jabodetabek relatif cukup 
tinggi. Pekerja ini umumnya bekerja di sektor yang lebih fleksibel, memiliki mobilitas tinggi, 
namun terdampak cukup dalam sosial ekonomi akibat COVID-19. 

 

Mobilitas Masyarakat dan Evaluasi PSBB: analisis data Facebook Disease Prevention Map 

Pergerakan penduduk antar daerah merupakan faktor risiko penyebaran COVID-19. Dalam kadar 
tertentu, pola tempat tinggal di kawasan sub-urban akan berpengaruh juga pada penyebaran virus. 
Seperti misalnya para pekerja yang mencari nafkah di kota Jakarta, kebanyakan juga tinggal di wilayah 
Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Dengan demikian, apabila aktivitas ekonomi masih 
berlangsung, kemungkinan besar mobilitas masyarakat antar kota juga tetap bisa terobservasi. 

Dalam konteks Jakarta sebagai episentrum penyebaran COVID-19, penting untuk menganalisis 
mobilitas penduduk dari beberapa kota-kota yang mengimpitnya. Mereka yang pergi ke, dan pulang 
dari, Jakarta setiap harinya memiliki potensi menyebarkannya ke kota-kota tempat tinggal. Daerah Jawa 
Barat yang menjadi titik merah COVID-19 patut mempertimbangkan pergerakan para pekerja 
komuter yang belum bisa menghentikan pergerakan mereka ke dan dari kota Jakarta. 

Pada akhirnya juga patut dievaluasi momentum pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala 
Besar), yang berbeda-beda pada level kota. Pergerakan kelas pekerja dalam kota-kota yang bertetangga 
seperti Jabodetabek memerlukan kebijakan yang bersinergi antar satu kota dengan kota lainnya. 
Terlebih apabila konektivitas antar kota berhubungan langsung dengan rantai produksi. 

Kami memanfaatkan data Facebook Disease Prevention Map untuk melakukan evaluasi mobilitas 
masyarakat dari satu kota ke kota lainnya dalam masa pandemi. Secara khusus, kami menganalisis kasus 
Jakarta yang telah memulai PSBB pada tanggal 10 April 2020, juga menjadi kota pertama yang 
menerapkan PSBB. Harapan dari PSBB ialah menekan pergerakan manusia untuk menghindari kontak 
dengan virus. Untuk itu penting untuk memonitor perkembangan mobilitas penduduk pasca PSBB itu 
dilakukan. Saat tulisan ini disusun, Gubernur DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa PSBB Jakarta  
diperpanjang sampai dengan 22 Mei 2020. 

Data pergerakan kami kumpulkan dalam rentang waktu 1 April 2020 hingga 20 April 2020. Untuk 
memantau efektivitas PSBB Jakarta, kami membagi dua data tersebut menjadi sebelum PSBB dan 
setelah PSBB yang dimulai di tanggal 10 April 2020. Meskipun fokus ada di Jakarta, kami juga 
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menampilkan pergerakan antar kota yang berdekatan di provinsi-provinsi lain di Indonesia. 
Visualisasinya bisa dilihat di Gambar 1. 

Tiap kotak berwarna merepresentasikan pergerakan paling sering yang dilakukan oleh pengguna 
Facebook di satu titik kota ke kota lainnya yang berdekatan. Sebagai catatan, nama daerah di tiap 
gambar tidak merepresentasikan kecamatan atau kabupaten tertentu. Melainkan merupakan centroid 
dari tiles di map. Kebayoran Lama, misalnya, mewakili Jakarta. Contoh lainnya, wilayah Banten diwakili 
oleh Cisoka, Curug, dan Pakuhaji. 

Persinggungan antara Jakarta (Kebayoran Lama) paling tinggi adalah dengan Bekasi Barat (berwarna 
kuning), kemudian disusul dengan Curug (berwarna merah). Apabila membandingkan antara dua figur 
di Gambar 1, tidak ada banyak perubahan yang substansial, meskipun terdapat penurunan angka antara 
sebelum dan sesudah PSBB Jakarta diberlakukan. 

 

Gambar 1. Pergerakan pengguna Facebook antar kota yang berdekatan 

Sebelum PSBB: 01/04/2020 – 09/04/2020 

 
  

Mobilitas Jakarta/Kebayoran 
Lama – Jawa Barat/Bekasi 
Barat 
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Setelah PSBB: 10/04/2020 – 20/04/2020 

 
Sumber: Facebook Interactive Movement, data Diolah Tim Data CSIS1 

 

Data lainnya menunjukkan bahwa PSBB juga belum maksimal menekan lalu lintas manusia dari luar 
untuk masuk ke Jakarta. Perlu diketahui bahwa beberapa kota di wilayah Jabodetabek sendiri 
melakukan PSBB dalam waktu yang berbeda-beda. Beberapa kota di Jawa Barat seperti Depok, Bogor, 
Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi, memulai PSBB pada tanggal 15 April 2020. Sedangkan 
kawasan Kota/Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan baru menerapkannya di tanggal 18 April 
2020. 

Gambar 2 menunjukkan bahwa interstate arrivals (jumlah orang yang datang ke Jakarta dari daerah lain 
pada tanggal tersebut) menjelang dan pasca PSBB secara umum memang menurun, apabila 
dibandingkan dengan level sebelum 10 April 2020. Garis merah putus-putus merepresentasikan hari 
pertama PSBB di Jakarta. Akan tetapi rata-rata selisihnya masih belum signifikan. 

Apabila dicek secara visual di Gambar 6, interstate arrivals terlihat rendah hanya pada tanggal-tanggal 
akhir pekan. Hal ini mengindikasikan bahwa memang pergerakan para pekerja dari luar Jakarta ke 
dalam kota masih tergolong tinggi, meskipun PSBB telah diberlakukan. Artinya, aktivitas ekonomi 
masih banyak berlangsung di Jakarta, menghasilkan arus pekerja dari kota-kota sekitar yang masih 
tinggi. Meskipun secara umum jumlahnya tidak menyentuh tingkat sebelum PSBB diberlakukan. 

  

 
1 Kami memanfaatkan dan memodifikasi kode yang dibangun oleh Vassilis Kostakos, University of Melbourne, Australia, dengan data 
Indonesia yang kami miliki dari Facebook. https://people.eng.unimelb.edu.au/vkostakos/covid19/ diakses 24 April 2020. 

Tidak ada perubahan dalam mobilitas 
paska PSBB Jakarta/Kebayoran Lama – 
Jawa Barat/Bekasi Barat 
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Gambar 2. Mobility metrics pengguna Facebook Jakarta 

Data 1/04/2020-20/04/2020 

 
Sumber: Facebook Interactive Movement, data diolah Tim Data CSIS 

 

Berikutnya kita melihat pada km_per_trip, atau jarak rata-rata yang ditempuh dalam satu kali perjalanan 
yang dimulai dari Jakarta, baik pergerakannya di dalam maupun antar kota. Pada Gambar 2, di bagian 
bawah terlihat bahwa pola yang muncul memperlihatkan km_per_trip tinggi pada akhir pekan. Pada 
akhir pekan pertama pasca PSBB diberlakukan, di tanggal 11 dan 12 April 2020,  angka km_per_trip 
tercatat sangat tinggi. Angka tersebut bahkan melebihi level di akhir pekan sebelum PSBB. 

Secara rata-rata kasar, jarak tempuh di bawah 50 km masih berada pada radius komuter Jabodetabek. 
Apabila rata-rata melebihi jarak itu, berarti banyak mobilitas ke kota-kota yang lebih jauh. Sehingga 
patut untuk memperhitungkan pula pergerakan manusia yang telah banyak melakukan pulang 
kampung/mudik dari Jakarta ke berbagai daerah di Indonesia pada dua tanggal tersebut. 

Data yang sama juga menandakan bahwa pemberlakuan PSBB di kota-kota sekeliling Jakarta belum 
memberikan banyak perubahan untuk arus orang masuk ke Jakarta. Efektivitasnya perlu dievaluasi di 
beberapa minggu ke depan, mengingat waktu PSBB yang berbeda-beda. Dari data Facebook yang 
telah disajikan, setidaknya terlihat bahwa PSBB di Jakarta tidak bisa berdiri sendiri. Melainkan perlu 
diintegrasikan dengan PSBB yang dilakukan di berbagai kota sekitar lainnya. Khususnya dalam konteks 
kota-kota yang memiliki keterikatan secara ekonomi, seperti keterkaitan dengan tenaga kerja. 

Sebagai perbandingan, Tabel 1 menampilkan sebaran komuter di wilayah Bodetabek yang berkegiatan 
utama di DKI Jakarta. Data yang ditampilkan berasal dari survei komuter di tahun 2019 yang dilakukan 
oleh BPS. Secara total, komuter yang kegiatannya bekerja berjumlah 1.042.949. Paling banyak berasal 
dari kota Depok dan juga kota Bekasi. Ditunjukkan di Gambar 5 di bawah misalnya, bahwa 
persinggungan paling banyak terjadi antara Jakarta (Kebayoran Lama) dan Bekasi Barat. Intensitasnya 
masih tergolong tinggi ,meskipun PSBB telah diberlakukan.  
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PSBB bertujuan mengatur pengurangan aktivitas di dalam suatu wilayah yang mencakup kegiatan 
belajar-belajar mengajar di sekolah, kegiatan keagamaan di tempat-tempat ibadah, maupun kegiatan 
kerja di kantor-kantor. Pilihan ini menuntut kedisiplinan dan kepatuhan warga yang tinggi agar 
tujuannya bisa benar-benar tercapai. Cakupan maupun kemampuan membatasi kontak manusia pun 
cenderung terbatas dalam kondisi saat ini. 

Satu evaluasi penting dari kebijakan PSBB selama ini ialah bisa mengurangi aktivitas di dalam satu 
kota, namun tidak mampu mengurangi laju inflow maupun outflow penduduk. Dengan kata lain, PSBB 
bukan kebijakan yang bisa, ataupun bertujuan, menekan laju manusia dari satu kota ke kota lainnya. 
Keterbatasan dari PSBB ini yang saat ini harus menjadi fokus para pengambil kebijakan. 

 

 

Tabel 1 
Komuter Bodetabek yang Berkegiatan Utama di DKI Jakarta 

menurut Tempat Tinggal, Kegiatan Utama Komuter, dan Jenis Kelamin 

 

Tempat tinggal Kegiatan Utama Komuter Jumlah 
Bekerja Sekolah Kursus 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Laki-laki 

    

Kab. Bogor 109.175 9.549 - 118.724 
Kota. Bogor 14.485 399 - 14.884 

Depok 162.861 36.330 - 199.191 
Kab. Tangerang 56.407 1.003 - 57.410 
Kota Tangerang 95.994 18.593 - 114.587 
Kota Tangerang 

Selatan 
103.135 9.297 - 112.432 

Kab. Bekasi 67.153 5.225 - 72.378 
Kota Bekasi 151.957 30.797 - 182.754 

Jumlah 761.167 111.193 
 

872.360 
Perempuan 

    

Kab. Bogor 23.606 6.688 - 30.294 
Kota. Bogor 2.373 846 - 3.219 

Depok 63.806 32.175 1.316 97.297 
Kab. Tangerang 10.156 2.227 - 12.383 
Kota Tangerang 43.028 14.176 619 57.823 
Kota Tangerang 

Selatan 
33.880 12.712 - 46.592 

Kab. Bekasi 30.332 10.991 - 41.323 
Kota Bekasi 74.601 19.879 - 94.480 

Jumlah 281.782 99.694 
 

383.411 
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Laki-laki + Perempuan 
    

Kab. Bogor 132.781 16.237 - 149.018 
Kota. Bogor 16.858 1.245 - 18.103 

Depok 226.667 68.505 1.316 296.488 
Kab. Tangerang 66.563 3.230 - 69.793 
Kota Tangerang 139.022 32.769 619 172.410 
Kota Tangerang 

Selatan 
137.015 22.009 - 159.024 

Kab. Bekasi 97.485 16.216 - 113.701 
Kota Bekasi 226.558 50.676 - 277.234 

Jumlah 1.042.949 210.887 
 

1.255.771 
(Survei Komuter Jabodetabek BPS, 2019) 

 

Migrasi dan Mobilitas Jarak Jauh: Potensi Penyebaran COVID ke luar Jabodetabek 

Pada tanggal 24 April 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan resmi melarang penduduk 
untuk mudik dalam periode Ramadhan dan Idul-fitri. Kebijakan ini cukup krusial untuk memutus 
rantai penularan dari Jabodetabek ke wilayah pedalaman Indonesia. Mudik sendiri merupakan 
implikasi dari migrasi penduduk. 

Migrasi penduduk di Indonesia, sebagaimana yang juga terjadi di banyak tempat, terjadi sebagian besar 
karena alasan ekonomi. Penduduk bergerak dari daerah dengan kesempatan ekonomi yang relatif kecil 
(misalnya pedesaan) menuju daerah dengan peluang ekonomi yang relatif besar (daerah perkotaan). 
Sebagian kecil penduduk bergerak ke arah sebaliknya. Misalnya pergerakan dari pusat kota menuju ke 
daerah periferal, seperti daerah-daerah satelit pusat kota. 

Maka pada bagian ini, kami membahas keterkaitan antara migrasi—yang umumnya terjadi karena 
alasan ekonomi—dengan mobilitas jarak jauh dan implikasinya bagi penyebaran COVID-19 ke 
wilayah pedalaman Indonesia. Dengan menggunakan data terakhir yang berasal dari Survei Sosial 
Ekonomi Nasional (Susenas, 2019), kami mengestimasi pergerakan penduduk yang terjadi dalam lima 
tahun terakhir (recent migration). 

Sebaran pergerakan penduduk dalam lima tahun terakhir secara umum melanjutkan tren urbanisasi, di 
mana penduduk bergerak dari wilayah dengan kepadatan penduduk rendah ke pusat perkotaan. 
Gambar 3 menunjukkan bahwa pergerakan penduduk antar daerah lebih banyak didominasi 
pergerakan masuk ke kota-kota besar di Indonesia. DKI Jakarta, Surabaya, Medan, Tangerang, dan 
Bekasi mendominasi peringkat 50  terbesar migrasi penduduk di Indonesia. 

Namun hal yang juga menarik adalah pergerakan penduduk dari pusat kota ke kota pendukung sekitar. 
Misalnya dalam lima tahun terakhir, lebih dari 100 ribu penduduk telah pindah dari kota Medan ke 
Deli Serdang, kota sekitar Medan yang telah menjadi penyokongnya. Demikian juga hal serupa yang 
terjadi di Jakarta: penduduk dari Jakarta Selatan dan Timur pindah ke Depok. Kebutuhan akan ruang 
tinggal yang lebih besar tampaknya menjadi alasan utama, karena mahalnya lahan tempat tinggal di 
pusat perkotaan.  

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, implikasi dari mobilitas pendek ini—pusat kota-sub 
urban—adalah peningkatan faktor risiko penularan virus menjadi lebih cepat.  Tidak mengherankan 
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bahwa episentrum COVID-19 bukan saja Jakarta tetapi Jabodetabek dengan cakupan wilayah lebih 
luas dan jumlah penduduk lebih banyak. 

Pergerakan penduduk juga umumnya mencerminkan pergerakan dari pekerja. Gambar 4 menunjukkan 
bahwa pergerakan pekerja tertinggi di Indonesia terjadi antara Kota Medan dan Deli Serdang, di mana 
lebih dari 50 ribu pekerja. Pola migrasi ini juga sama dengan pergerakan penduduk secara umum. Pola 
pergerakan yang sama antara penduduk dan pekerja sebetulnya tidak terlalu mengherankan mengingat 
masih tingginya usia produktif di Indonesia. 

Peta migrasi penduduk dan pekerja di Indonesia dapat memberikan gambaran mengenai potensi 
mobilitas kembali ke daerah asal penduduk dan pekerja. Pengalaman krisis ekonomi 1998 
menunjukkan bahwa krisis ekonomi telah mendorong sebagian penduduk dan pekerja untuk kembali 
ke daerah asal mereka. 

Aswicahyono et al (1999) mendokumentasikan perubahan kondisi ketenagakerjaan dalam beberapa 
fase ekonomi, mulai dari fase ekspansi hingga krisis.2 Dalam jangka menengah dan panjang, pergerakan 
penduduk antar daerah akan mempengaruhi produktivitas pekerja dan juga kota. Namun dalam jangka 
pendek, pergerakan pekerja akan menjadi faktor risiko terpenting dalam penyebaran COVID-19. 

Gambar 3. Migrasi Penduduk dalam 5 tahun terakhir 

 
Sumber: Susenas 2019, estimasi Mandiri Institute 

  

 
2 Aswicahyono, Haryo, Atje, R, Feridhanuisetyawan, Tubagus, “Gender Dimensions of Globalization and Modern Sector 
Employment in Indonesia” SEAPAT Working Paper No 5. 1999 

Mobilitas Medan-
Deli Serdang 
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Gambar 4. Migrasi Pekerja dalam 5 tahun terakhir 

 
Sumber: Susenas 2019, estimasi Mandiri Institute 

 

Setidaknya ada dua catatan penting dari pengalaman krisis 1998 antara lain pertama, terjadinya arus 
balik dari tren formalisasi pekerjaan. Artinya, ketika ekonomi membaik, sektor formal—yang 
umumnya memberikan pekerjaan lebih baik—tumbuh. Pekerja pindah dari sektor informal menuju 
formal dengan upah yang relatif lebih tinggi. Pada saat krisis ekonomi, usaha di sektor formal tertekan 
dan akibatnya pekerja-pekerja ini terpaksa mengambil pekerjaan informal dengan kondisi yang relatif 
lebih buruk dan upah yang lebih rendah. Tren arus balik ini relatif terjadi dalam jangka panjang. Hal 
penting lain dari temuan terkait krisis 1998 adalah bahwa tren urbanisasi masih berlanjut, meski terjadi 
migrasi penduduk dan pekerja dari kota ke desa pada saat itu  (Aswicahyono et al, 1999) 

Akan tetapi krisis kali ini berbeda dengan krisis 1998. Pandemik COVID-19 telah mengurangi interaksi 
manusia dalam skala yang belum pernah terlihat dalam sejarah modern dunia. Pembatasan sosial akibat 
kebijakan maupun precautionary behavior membatasi pergerakan individu. Akibatnya aktivitas ekonomi 
menurun drastis. 

Dampaknya terhadap aktivitas ekonomi terasa baik di sektor formal maupun informal. Pekerja di 
tahun 1998, yang terkena PHK di sektor formal masih berpeluang mencari pekerjaan di sektor 
informal. Pergerakan antar sektor, formal-informal, sangat sulit dalam periode pandemik ini. Sebagian 
besar aktivitas kegiatan pekerjaan sektor informal mengharuskan berinteraksi dengan orang. Kebijakan 
pembatasan sosial yang ketat tentu akan menekan mereka yang di sektor informal untuk keluar dari 
pasar tenaga kerja sama. 

Pilihan alternatif bagi pekerja migran dalam kondisi ini antara lain kembali ke tempat asal, terutama 
seiring dengan lesunya aktivitas ekonomi di perkotaan. Gambar 5 memberikan gambaran peta migrasi 
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satu kategori pekerja yang masuk dalam sektor usaha informal. Pekerja atau sektor usaha ini umumnya 
lebih fleksibel dan memiliki tingkat mobilitas yang relatif tinggi. Dari gambar terlihat bahwa pekerja 
migran kategori ini relatif memiliki mobilitas yang tinggi dan juga tersebar dari banyak daerah. Misalnya 
para pekerja migran/pemilik usaha yang dibantu oleh buruh tidak dibayar di Kota Bogor banyak yang 
berasal dari Kabupaten Bandung dan Sukabumi. Kami juga menemukan bahwa para pekerja migran 
di Kota Cirebon berasal dari Kabupaten Majalengka. Dari daerah episentrum Jakarta (dalam hal ini 
Jakarta Barat) banyak juga yang berasal dari Bekasi. 

 

Gambar 5. Migrasi pemilik usaha sektor informal dalam 5 tahun terakhir 

 
Sumber: Susenas 2019, estimasi Mandiri Institute 

 

Catatan Akhir 

Artikel ini mengulas gambaran terkini dari mobilitas penduduk di Indonesia. Komuter antara Jakarta 
dan daerah sekitar relatif cukup tinggi. Sementara peta migrasi penduduk Indonesia menunjukkan 
potensi mobilitas penduduk yang cukup luas hingga ke banyak daerah. 

Untuk menekan laju penularan COVID-19 sejumlah daerah mengambil kebijakan PSBB. PSBB 
bertujuan mengatur pengurangan aktivitas di dalam suatu wilayah yang mencakup kegiatan belajar-
belajar mengajar di sekolah, kegiatan keagamaan di tempat-tempat ibadah, maupun kegiatan kerja di 
kantor-kantor. Pilihan ini menuntut kedisiplinan dan kepatuhan warga yang tinggi agar tujuannya bisa 
benar-benar tercapai. Cakupan maupun kemampuan membatasi kontak manusia pun cenderung 
terbatas dalam kondisi saat ini. 

Mobilitas Depok-
Boyolali 



11 
 

Satu evaluasi penting dari kebijakan PSBB selama ini adalah bahwa ia bisa mengurangi aktivitas di 
dalam satu kota, namun tidak mampu mengurangi laju inflow maupun outflow penduduk. Dengan kata 
lain, PSBB bukan kebijakan yang bisa, ataupun bertujuan, menekan laju manusia dari satu kota ke kota 
lainnya. Keterbatasan dari PSBB ini yang saat ini harus menjadi fokus para pembuat kebijakan.   

PSBB juga memiliki kekurangan dalam hal integrasi dan kolaborasi yang minim antar kota, terutama 
yang saling berdekatan. Kebijakan ini lebih fokus pada aktivitas tiap kota tanpa mempertimbangkan 
aktivitas di kota lain. Permasalahannya dalam konteks rantai produksi misalnya, aktivitas ekonomi di 
satu kota berhubungan erat dengan kota lainnya. Tidak hanya pergerakan pekerja, kontak manusia juga 
bisa terjadi pada konteks distribusi bahan baku dan lain sebagainya. 

Karena itu, protokol penanganan COVID-19 perlu dilakukan sepanjang jalur supply chain. Protokol dan 
pembatasan shift telah dilakukan pada beberapa manufaktur besar. Namun, pengawasan pada protokol 
COVID-19 juga perlu dilakukan pada supply chain yang turut mengikutsertakan UMKM yang tersebar 
di berbagai kota. Beberapa supply chain di industri seperti makanan dan alat kesehatan harus tetap 
bekerja. Hanya saja rantai bisnisnya sering kali tidak hanya melibatkan satu kota saja, melainkan banyak 
kota. 

Dengan demikian maka protokol, dan juga PSBB, perlu untuk diintegrasikan dan dikomunikasikan 
dengan komando yang lebih lintas daerah. Misalnya kota-kota tertentu yang memiliki kegiatan usaha 
yang terikat dengan supply chain dengan titik merah COVID-19 seperti Jakarta perlu mendapat 
perhatian khusus. Tingkat kedisiplinan untuk melaksanakan protokol di tiap kota akan berpengaruh 
pada penyebaran virus antar kota. 

Untuk itu maka perizinan operasional industri strategis perlu diawasi secara seksama. Pergerakan 
operasional yang lintas kota bahkan provinsi patut mengikuti protokol COVID-19 yang terstandar. 
Kementerian Perindustrian yang mengeluarkan izin operasional perlu bersinergi dengan kepala-kepala 
daerah agar kepatuhan protokol bisa berjalan dengan seksama. Selain itu pembatasan industri selain 
yang strategis perlu untuk diketatkan. 

Telah diulas bagaimana PSBB dilakukan pada tanggal yang berbeda-beda di beberapa kota yang 
bersinggungan. Dengan timing yang berbeda-beda, efektivitas pembatasan sosial kota-kota tersebut 
juga tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini patut menjadi perhatian beberapa kota dengan pola 
interaksi penduduk serupa dengan Jabodetabek. Pada Gambar 1, di Jawa Barat contohnya terdapat 
beberapa pusat kota yang sering bersinggungan setiap harinya karena mobilitas masyarakat yang tinggi. 
Beberapa titik persinggungan kota-kota yang berdekatan ini patut menjadi perhatian tiap gubernur 
dalam mengkoordinasikan PSBB bersama dengan para wali kota. 

Variabel lain yang patut dipertimbangkan adalah karakter demografis tiap kota, terutama jumlah orang 
tua berusia rentan seperti 60 tahun ke atas. Daerah dengan kepadatan penduduk usia lanjut patut 
menjadi catatan ketika arus mudik sebelumnya belum begitu efektif diredam. Pergerakan masyarakat 
dari wilayah episentrum COVID-19 seperti Jakarta perlu diperhatikan secara serius. 

Terlepas dari poin-poin di atas, untuk bisa memastikan bahwa pergerakan manusia berkurang, bantuan 
sosial yang terfokus dan terdistribusi dengan efektif menjadi esensial. Ini dilandasi alasan utama 
pergerakan penduduk yang lebih banyak disebabkan alasan ekonomi. Pemerintah perlu fokus untuk 
memastikan bantuan sosial yang telah dianggarkan bisa diimplementasikan secara efektif. 

Selain komuter, mobilitas jarak jauh akibat dampak ekonomi juga perlu menjadi perhatian serius 
pemerintah nasional. Dengan adanya tekanan ekonomi akibat pembatasan aktivitas manusia, sejumlah 
pekerja tidak memiliki banyak pilihan. Mereka yang berasal dari luar kota cenderung akan memilih 
kembali ke daerah asal sebagai bagian dari mitigasi tekanan ekonomi akibat COVID-19.
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